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ABSTRAK 

Tingginya tingkat konsumsi pada minuman manis siap saji menjadi salah 
satu penyebab resiko terkena Penyakit Tidak Menular (PTM) di Indonesia. Hal 
ini yang kemudian menjadi alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan 
Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Pada Pangan Olahan dan Pangan 
Siap Saji. Peraturan ini mengharuskan pelaku usaha yang menjual pangan olahan 
dan pangan siap saji untuk mencantumkan informasi kandungan gula, garam, dan 
lemak pada produknya. Namun, pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan dengan 
baik khususnya pada pangan siap saji, seperti yang terjadi pada waralaba 
minuman manis siap saji merek Mixue. Usaha ini belum mencantumkan informasi 
kandungan gula, garam, dan lemak pada produknya. 

Jenis penelitian ini adalah lapangan, dimana permasalahan yang terjadi di 
lapangan dikaji, ditelaah dan kemudian dikaitkan dengan berbagai literatur. 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menjelaskan permasalahan yang 
terjadi dengan peraturan perundang-undangan dengan mengaitkan pada teori-teori 
hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris 
yakni melihat implementasi dari kebijakan yang diberlakukan di masyarakat.  

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa penerapan Peraturan 
Kementerian Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi 
Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Pada Pangan Olahan 
dan Pangan Siap Saji sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen 
belum terlaksana dengan maksimal terlebih pada usaha pangan siap saji. Banyak 
pelaku  usaha yang belum mengetahui kebijakan ini, salah satunya adalah Mixue. 
Namun, Mixue memberikan bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan hal 
ini berupa memberikan pilihan takaran gula yang dapat dipilih konsumen ketika 
memesan produknya. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pangan Siap Saji, Konsumen  
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ABSTRACT 

The high consumption of ready-to-drink sweet drinks is one of the reasons 
of the risk of developing Non-Communicable Diseases or PTM in Indonesia. This 
then became the reason for the government to issue Regulation of the Minister of 
Health Number 30 of 2013 concerning the Inclusion of Information on Sugar, Salt 
and Fat Content and Health Messages on Processed Foods and Ready to Eat 
Foods. This regulation requires businesses selling processed food and ready-to-
eat food to include information on the content of sugar, salt and fat in their 
products. However, the implementation of this policy has not gone well, 
especially in fast food, as happened in the ready-to-drink sweet drink franchise 
with the Mixue brand. This business has not included information on sugar, salt 
and fat content in its products. 

This type of research is field research, where problems that occur in the 
field are studied, reviewed and then linked to various literatures. This research is 
analytical descriptive, which describes the problems that occur with laws and 
regulations by linking them to legal theories. The approach used in this research 
is empirical juridical, that is, looking at the implementation of polices 
implemented in society.  

The results of the study explain that the application of the Ministry of 
Health Regulation Number 30 of 2013 concerning the Inclusion of Information 
on Sugar, Salt, Fat Content and Health Messages on Processed Foods and Ready 
to Serve Foods as a form of legal protection for consumer has not been 
implemented optimally, especially in fast food businesses. Many businesses are 
not aware of this policy, one of which is Mixue. However, Mixue provides a form 
of responsibility related to this in the form of providing a choice of sugar 
measurement that consumers can choose when ordering their products. 

Keywords : Legal Protection, Fast Food, Consumen 
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MOTTO 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S Al-

Insyirah : 5) 

 

“You can’t be good at everything. But that doesn’t mean that you can’t 

do anything” (Jeon Wonwoo) 

 

“Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start 

with doubt. Start with hand shaking. Start with voice trembling; but start. Start 

and don’t stop. Start where you are with what you have. Just start.” (Anonim) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pengaruh globalisasi sangat besar pada kehidupan manusia. Pesatnya 

perkembangan teknologi dan informasi yang hadir karena globalisasi, mendorong 

terjadinya perubahan gaya hidup pada manusia. Dampak dari globalisasi pada 

gaya hidup manusia antara lain, cara berpakaian yang selalu mengikuti trend, 

ketergantungan dengan penggunaan gadget serta munculnya inovasi pada 

makanan dan minuman berupa fast food. Fast food merupakan makanan dan 

minuman yang pengolahan dan penyajian dilakukan secara cepat. 

Sesuai dengan namanya, fast food adalah makanan dan minuman yang 

disajikan dengan cepat dan praktis. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan 

Kementerian Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi 

Kandungan Gula, Garam dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan 

Olahan dan Pangan Siap Saji, yang selanjutnya akan disebut dengan Permenkes 

Nomor 30 Tahun 2013, makanan siap saji disebut dengan pangan siap saji yang 

berarti “makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung 

disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha.” Dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat lebih mengenali pangan siap saji dengan makanan siap saji atau 

fast food. Makanan siap saji adalah makanan yang tersedia dalam waktu cepat dan 
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siap, seperti fried chiken, hamburger atau pizza.1 Sebagaimana yang telah 

dijelaskan di atas, fast food tidak hanya meliputi makanan, tetapi juga pada 

minuman. Fast food yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah minuman 

manis siap saji dengan nama merek Mixue. 

Mixue merupakan gerai minuman manis siap saji dengan bentuk waralaba 

atau franchise yang menyajikan berbagai menu minuman manis dan ice cream. 

Mixue mulai membuka cabangnya di Indonesia pada 2020. Minuman dengan 

menu unggulan ice cream boba dan milk tea boba ini pertama kali dibuka pada 

tahun 1997 di Tiongkok.2 Minuman ini memiliki banyak penggemar di Indonesia. 

Hal ini selain dikarenakan harga yang ditawarkan terjangkau, menariknya 

tampilan dan ragamnya rasa menjadi menjadi daya pikat bagi calon konsumennya 

terutama dari kalangan anak muda. Hal ini juga didukung dengan memanfaatkan 

media sosial untuk membuat marketing sekreatif mungkin serta aksesnya yang 

mudah  dijangkau.  

Dewasa ini, maraknya franchise yang menghadirkan menu utama 

minuman manis siap saji secara tidak sadar menimbulkan pengaruh terhadap gaya 

hidup yang dijalani sehari-hari. Dampak yang paling terlihat adalah tingginya 

tingkat konsumsi minuman manis siap saji. Mengonsumsi minuman manis siap 

saji secara berlebihan dapat menimbulkan efek buruk bagi tubuh. Tingginya  

konsumsi minuman berpemanis ini berkontribusi pada tingginya angka kematian 

 
1 Yuyun Priwahyuni, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pola Makan Siap Saji 

(Fast Food) Pada Mahasiswa Program Studi Ilmu  Kesehatan Masyarakat STIKes Hangtuah 
Pekanbaru”, Al-Tamimi Kesmas, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm 103. 

2 Sarah Azhara dkk, “Pengaruh Konten TikTok Terhadap Keputusan Pembelian Produk 
Mixue pada Mahasiswa Universitas Djuanda”, Karimah Tauhid, Vol 2 No 1, 2023, hlm 238 



3 
 

 
 

dan sakit akibat kelebihan berat badan, obesitas, serta penyakit tidak menular 

(PTM) seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular.3  

Data yang disusun oleh IDF (Internationl Diabetes Federation) 

menjelaskan pada tahun 2019 sebanyak 463 juta orang di dunia menderita diabetes 

mellitus dalam rentang usia 20-79 tahun.4 IDF juga merilis daftar 10 negara 

penderita diabetes tertinggi dimana tiga teratas ditempati oleh Cina sebesar 116,4 

juta, India sebesar 77 juta dan Amerika Serikat sebesar 31 juta.5 Angka penderita 

diabetes mellitus di Indonesia sendiri mencapai 10,7 juta dan berada di peringkat 

ke-7 di dunia.6  

Penyakit selanjutnya yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya 

adalah obesitas. Data Riskesdas 2018 menyebutkan penderita obesitas di 

Indonesia meningkat menjadi 21,8% dari yang sebelumnya 14,8% pada 2013 dan 

10,5% di tahun 2007. Peningkatan penderita obesitas ini tentu akan berpengaruh 

dengan meningkatnya angka penderita penyakit tidak menular. Beberapa penyakit 

tidak menular yang masuk dalam kategori kronis seperti diabetes melitus, 

gangguan ginjal kronis, stroke, hingga kanker menunjukkan kenaikan prevalensi 

berdasarkan data Riskesdas 2018.7 

 
3 “Indonesia Konsumen Minuman Berpemanis Tertinggi Ke 3 di Asia Tenggara”, 

https://fkkmk.ugm.ac.id/indonesia-konsumen-minuman-berpemanis-tertinggi-ke-3-di-asia-
tenggara/, akses 18 Oktober 2022. 

4 Muhammad Jais dkk, “Dukungan Keluarga dan Kualitas Hidup Pasien Diabetes 
Mellitus yang Berobat di Puskesmas”, Jurnal Keperawatan Silampari, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm 
82. 

5“Hasil Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan RI”, 
https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/infodatin/Infodatin%202020
%20Diabetes%20Melitus.pdf akses 19 Oktober 2022. 

6 Ibid 
7“Stunting Hingga Obesitas Masih Menghantui Indonesia di Tahun 2019”, 

https://fk.ui.ac.id/infosehat/stunting-hingga-obesitas-masih-menghantui-indonesia-di-tahun-

https://fkkmk.ugm.ac.id/indonesia-konsumen-minuman-berpemanis-tertinggi-ke-3-di-asia-tenggara/
https://fkkmk.ugm.ac.id/indonesia-konsumen-minuman-berpemanis-tertinggi-ke-3-di-asia-tenggara/
https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/infodatin/Infodatin%202020%20Diabetes%20Melitus.pdf
https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/infodatin/Infodatin%202020%20Diabetes%20Melitus.pdf
https://fk.ui.ac.id/infosehat/stunting-hingga-obesitas-masih-menghantui-indonesia-di-tahun-2019/#:%7E:text=berdasarkan%20data%20Riskesdas%202018%20menunjukkan,8%20persen%20pada%20Riskesdas%202013
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Mengonsumsi gula, garam dan lemak memang perlu diperhatikan agar 

tidak berlebihan. Gula merupakan salah satu zat penting yang berperan sebagai 

sumber energi bagi tubuh dimana jika dikonsumsi secara berlebihan dapat 

mengakibatkan diabetes. Begitu juga dengan garam yang kehadirannya dapat 

memelihara cairan tubuh serta mencegah tekanan darah rendah tetapi, dapat 

menyebakan hipertensi apabila dikonsumsi berlebihan.8 Lalu peran lemak sendiri 

adalah sebagai cadangan sumber energi yang apabila kehadirannya berlebihan 

dapat menjadikan obesitas pada tubuh. 

Anjuran mengonsumsi gula, garam, dan lemak sebenarnya sudah diatur 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman 

Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak Serta Pesan Kesehatan. 

Sebagaimana yang telah tertera pada Permenkes Nomor 30 Tahun 2013, setiap 

harinya orang-orang hanya dianjurkan untuk mengonsumsi gula sebanyak 50 

gram atau setara 4 sendok makan, garam sebanyak 2000 mg atau  setara 1 sendok 

teh dan lemak 67 gram atau setara 5 sendok makan.9 Oleh karena itu, 

pengonsumsian gula dan garam yang berlebih dapat menimbulkan efek buruk bagi 

tubuh yaitu resiko terkena penyakit tidak menular.   

Berkaitan dengan meningkatnya penderita penyakit tidak menular, maka 

keberadaan label nutrisi menjadi suatu hal yang penting. Adanya label nutrisi 

 
2019/#:~:text=berdasarkan%20data%20Riskesdas%202018%20menunjukkan,8%20persen%20p
ada%20Riskesdas%202013. akses 19 Oktober 2022. 

8“Jangan Selalu Dimusuhi Manfaat Garam Juga Banyak”, 
https://www.alodokter.com/jangan-selalu-dimusuhi-manfaat-garam-juga-banyak akses 19 
Oktober 2022. 

9“Berapa Anjuran Konsumsi Gula, Garam dan Lemak Per Harinya”, 
http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/hipertensi-penyakit-jantung-dan-pembuluh-
darah/page/31/berapa-anjuran-konsumsi-gula-garam-dan-lemak-per-harinya akses 19 Oktober 
2022. 

https://fk.ui.ac.id/infosehat/stunting-hingga-obesitas-masih-menghantui-indonesia-di-tahun-2019/#:%7E:text=berdasarkan%20data%20Riskesdas%202018%20menunjukkan,8%20persen%20pada%20Riskesdas%202013
https://fk.ui.ac.id/infosehat/stunting-hingga-obesitas-masih-menghantui-indonesia-di-tahun-2019/#:%7E:text=berdasarkan%20data%20Riskesdas%202018%20menunjukkan,8%20persen%20pada%20Riskesdas%202013
https://www.alodokter.com/jangan-selalu-dimusuhi-manfaat-garam-juga-banyak
http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/hipertensi-penyakit-jantung-dan-pembuluh-darah/page/31/berapa-anjuran-konsumsi-gula-garam-dan-lemak-per-harinya
http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/hipertensi-penyakit-jantung-dan-pembuluh-darah/page/31/berapa-anjuran-konsumsi-gula-garam-dan-lemak-per-harinya
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dapat membantu konsumen dalam menentukan diet dan pola hidupnya.10 

Keberadaan label informasi yang tertera pada kemasan suatu produk dapat 

menjadi tinjauan bagi konsumen sebelum memutuskan untuk membeli dan 

mengonsumsi. Hal ini dikarenakan segala bentuk informasi yang tertera pada label 

adalah hal penting yang harus diketahui konsumen. Adapun informasi yang 

terdapat pada label meliputi keamanan, harga, cara penggunaan, kualitas produk 

dan segala hal yang berkaitan dengan produk.11 Pasal 4 Ayat (3) UU Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menegaskan bahwasannya 

konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 

Pada Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 keberadaan label pangan yang 

memuat kandungan produk termasuk gula, garam, dan lemak, hanya wajib 

dicantumkan pada produk pangan olahan.12 Sementara itu, pada produk pangan 

siap saji pelaku usaha hanya wajib untuk menginformasikan kandungan gula, 

garam, dan lemak pada produknya pada media informasi dan promosi 

sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Ayat (1). Adapun dalam Pasal 5 Ayat (2) 

disebutkan bahwa pelaku usaha yang wajib menginformasikan kandungan gula, 

garam, dan lemak pada produknya harus memiliki lebih dari 250 gerai atau outlet. 

Perbedaan cara dalam penginformasian ini mengakibatkan masih banyaknya 

 
10 Sabela Ifandela Husna, “Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 

2015 Tentaang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap 
Pencantuman Informasi Gula, Garam, dan Lemak Totak Pada Label Pangan Olahan”, Skripsi 
Universitas Negeri Semarang, 2020, hlm 4 

11 Ibid, hlm 3. 
12 Pasal 3 Ayat (1). 
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pelaku usaha pangan siap saji yang belum mencantumkan informasi kandungan 

gula, garam, dan lemak pada produknya. 

Sekarang ini, terutama keberadaan usaha waralaba dengan menu utama 

minuman manis siap saji sangat banyak ditemui. Sudah banyak nama-nama 

produk waralaba asal Indonesia dan luar negeri yang memliki jumlah gerai atau 

outlet lebih dari 250 buah. Lemahnya pengawasan dari Dinas Kesehatan Provinsi 

dan Kabupaten atau Kota juga menjadi alasan mengapa masih banyak dijumpai 

gerai minuman manis siap saji yang belum menginformasikan kandungan gula, 

garam dan lemak. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin 

mengkaji lebih dalam permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul: 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS 

PENCANTUMAN KANDUNGAN GULA, GARAM DAN LEMAK PADA 

PRODUK SIAP SAJI (Studi Kasus Pada Minuman Merek Mixue). 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana urgensi dari perlindungan hukum terhadap konsumen atas 

pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak pada minuman 

Mixue? 

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum dari pelaku 

usaha serta pemerintah terkait pemenuhan hak konsumen dalam pencantuman 

informasi kandungan gula, garam dan lemak pada minuman Mixue? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk  mengetahui urgensi dari perlindungan hukum terhadap konsumen  

atas pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak pada 

minuman manis siap saji; 

b. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha dan 

pemerintah serta perlindungan hukum terhadap konsumen terkait 

pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak pada minuman 

manis siap saji. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis 

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam 

perkembangan bidang ilmu hukum khususnya perlindungan konsumen 

bagi penulis dan pembaca serta sebagai bahan acuan bagi penelitian yang 

akan datang dalam hal perlindungan konsumen terkait produk minuman 

siap saji.  

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

dan pelaku usaha mengenai pentingnya pencantuman informasi 

kandungan gula, garam dan lemak pada minuman manis siap saji guna 

mencegah penyakit tidak  menular seperti stroke dan diabetes.  
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D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka berisi tentang penilitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu dimana hasilnya diuraikan secara sistematis dan memiliki keterkaitan 

dengan penilitian yang akan digunakan.13 Telaah pustaka ini bertujuan untuk 

menghindari plagiasi dengan cara menjabarkan perbedaan antara penilitian satu 

dengan lainnya. Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, maka penulis 

menyusun beberapa referensi, diantaranya sebagai berikut : 

 Pertama, sebuah skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturam 

Menteri Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam, 

dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan” oleh Sabela Ifandela Husna.14 

Skripsi ini meneliti tentang penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 

Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 

2013 Terhadap Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta 

Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwasannya penerapan kebijakan tersebut masih belum berjalan 

dengan baik karena terkendala ketidaktahuan pelaku usaha dan biaya uji lab yang 

tidak tersedia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis 

 
13 Fakultas Syariah dan Hukum, Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta : 

Fakultas Syariah dan Hukum, Pres 2021), hlm 3-4 
14 Sabela Ifandela Husna, “Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 

2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap 
Pencantuman Informasi Gula, Garam, dan Lemak Totak Pada Label Pangan Olahan”, Skripsi 
Universitas Negeri Semarang, (2020). 



9 
 

 
 

yaitu pada objek penelitian, dimana penulis meneliti pangan siap saji sedangkan 

penelitian ini mengkaji pangan olahan.  

Kedua, penelitian berbentuk skripsi berjudul “Tanggung Jawab Produsen 

Dalam Pencantuman Label Pada Produk Makanan Kemasan” oleh Dhiafaiziaayu 

Shalsabyla.15 Kesimpulan penelitian ini adalah pencantuman label merupakan 

tanggung jawab produsen di mana terdiri dari 3 (tiga) jenis tanggung jawab yaitu 

tanggung jawab yang didasari kesalahan sehingga konsumen menuntut produsen 

akibat kelalaian tersebut, lalu tanggung jawab mutlak yaitu tanggung jawab yang 

dilakukan oleh produsen karena efek dari produknya serta tanggung jawab 

product liability yakni orang atau badan hukum yang memberikan tanggung 

jawab kepada konsumen secara hukum. Kemudian terdapat akibat hukum apabila 

produsen yang tidak mencantumkan label pada produk makanan kemasan jika 

dilihat dari hukum administrasi seperti denda, produksi dihentikan sementara 

hingga pencabutan izin, sedangkan menurut hukum perdata dapat dilihat pada 

Pasal 1365 KUHPErdata dan apabila ditinjau dari hukum pidana dapat dijatuhkan 

sanksi denda dan penjara. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan penulis adalah objek penelitian ini berpusat pada 

pangan olahan yaitu makanan kemasan dan hanya membahas tanggung jawab 

produsen dalam pencantuman label pada produk makanan. 

Ketiga, skripsi karya Mey Minanda yang berjudul “Perlindungan 

Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal 

 
15 Dhiafaiziaayu Shalsabyla, “Tanggung Jawab Produsen Dalam Pencantuman Label 

Pada Produk  Makanan Kemasan”, Skripsi Universitas Lampung, (2018). 
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Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif”.16 Peneltian ini 

menjelaskan bahwa masih banyak pelaku usaha  rumah  tangga yang belum 

mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya, padahal informasi ini 

merupakan tanggung jawab produsen yang wajib dilakukan. Pelaku usaha yang 

lalai mencantumkan bagian penting ini pada produknya, dapat terkena sanksi 

administratif berupa penarikan produk  dari edaran dan izin usaha dicabut. Letak  

perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis mengkaji 

perlindungan konsumen terhadap pencantuman kandungan gula, garam dan lemak 

pada pangan siap saji. 

Keempat, skripsi  yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen 

Terhadap Produk Makanan dan Minuman (Studi Makanan dan Minuman 

Kaleng)” karya Fauziah Nur Aini.17 Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap 

makanan dan minuman kaleng masih belum dilaksanakan dengan maksimal 

terutama dari aspek pengawasan yang memuat standar keamanan, manfaat, mutu, 

penandaan, dan klaim. Kerugian yang didapat oleh konsumen terhadap produk 

makanan dan minuman kaleng pun belum dipenuhi dengan baik oleh pelaku 

usaha. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak 

pada objek penelitian ini yaitu makanan dan minuman kaleng. 

 
16 Mey Minanda, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah 

Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2016). 

17 Fauziah Nur Aini, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan 
Minuman (Studi Makanan dan Minuman Kaleng)”, Skripsi Universitas Islam Indonesia, (2018).  
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Kelima, sebuah jurnal karya Umi Supraptiningsih berjudul “Pentingnya 

Pencantuman Label Pangan Pada Produk-Produk Pangan/Cemilan Untuk 

Perlindungan Konsumen.”18 Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih banyak 

pelaku usaha yang mementingkan keuntungan dan lalai dengan tanggung 

jawabnya terhadap konsumen. Selain itu dibutuhkan peraturan yang tegas dimana 

bentuk perlindungan kepada konsumen terlupakan setelah pemberian sanksi pada 

pelaku usaha. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang 

penulis lakukan adalah objek kajian penelitian ini yaitu pencantuman label pada 

produk cemilan.   

 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum  

Secara sederhana, perlindungan hukum dapat dimaknai dengan usaha 

pemerintah untuk melindungi negara menggunakan peraturan atau 

kebijakan.19 Mengutip pernyataan Sudikno Mertokusumo dalam bukunya, 

hal ini sesuai dengan fungsi hukum yaitu melaksanakan hukum agar 

melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu hukum harus berlandaskan 

asas keadilan yang sesuai dengan keadaan masyarakat di dalamnya.20 

 
18 Umi Supraptiningsih, “Pentingnnya Pencantuman Label Pangan Pada Produk-

Produk Pangan/Cemilan Untuk Perlindungan Konsumen.” Al – Hikam : Jurnal Hukum dan 
Pranata Sosial, Vol. 1 No. 2, (2006). 

19“Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, 
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-
lt63366cd94dcbc/ akses 07 Desember 2022. 

20 Evi Deliana Hz, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya 
Dalam Media Cetak dan Elektronik”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No. 1, (2018), hlm 7. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/
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Setiono menjabarkan bahwa perlindungan hukum yaitu suatu cara 

menghindari tindakan penguasa yang tidak sesuai dengan kebijakan hukum 

dengan maksud untuk melindungi masyarakat.21 Sedangkan Satjipto 

Rahardjo menjelaskan perlindungan hukum merupakan memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum.22 Merunut dari beberapa pengertian 

yang telah dijabarkan oleh para ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa 

perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat, martabat serta 

hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh masyarakat dengan kebijakan atau 

peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah.  

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum memerlukan media atau 

sarana yang menurut Philipus M. Hadjon terbagi dua yaitu perlindungan 

hukum preventif dan perlindungan hukum represif.23 Perlindungan hukum 

preventif dapat diartikan dengan pemberlakuan aturan yang di dalamnya 

mengatur larangan-larangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif bersifat memaksa 

karena bermaksud untuk menyelesaikan sengketa yang muncul sehingga 

berbentuk dengan pemberian sanksi berupa denda, penjara atau hukuman 

 
21“Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-
lt63366cd94dcbc/ Diakses pada 08 Desember 2022. 

22 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hlm 54. 
23 Zennia Almaida, Moch. Najib Imanullah, “Perlindungan Hukum Preventif dan 

Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol NonTunai”, Privat 
Law, Vol 9 No. 1, (2021), hlm 222. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/
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yang lainnnya.24 Berkaitan dengan penelitian ini, teori perlindungan hukum 

digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum kepada 

konsumen terhadap pemenuhan hak konsumen yang dijamin dalam undang-

undang. 

2. Teori Perlindungan Konsumen 

Perjuangan dalam menegakkan kepentingan konsumen telah dilakukan di 

Amerika Serikat dengan mendirikan lembaga bernama The Federal Trade 

Commision (FTC) pada tahun 1914.25 Kehadiran FTC ini dimaksudkan untuk 

menciptakan persaingan dagang yang sehat, jujur, adil dan tidak merugikan 

konsumen. Pengakuan terhadap perlindungan konsumen semakin menguat 

setelah Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dalam Kongres Amerika 

Serikat pada tahun 1962 menyampaikan 4 (empat) hak dasar konsumen yang 

kemudian diakui secara internasional, dimana hak tersebut antara lain hak 

atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih dan hak untuk 

didengar.26 

Di Indonesia, perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. UU 

Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum yang kuat dan pasti dalam 

rangka melindungi konsumen dari dampak buruk yang ditimbulkan pelaku 

 
24 Ibid, hlm 222 
25Zulkarnaen, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Barang-Barang 

Elektronik”, Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, (2008), hlm 2. 
26 Fiska Agung Santoso, “Perlindungan Konsumen Atas Produk Makanan Kemasan 

Yang Tidak Berlabel di Pasar Tradisional Pleret”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga, (2020), hlm 19. 
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usaha. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen merupakan instrumen 

hukum yang penting karena lemahnya posisi konsumen, sehingga perlu bagi 

pemerintah untuk menghadirkan peraturan demi melindungi hak-hak dasar 

konsumen. UU Perlindungan Konsumen juga memiliki tujuan untuk 

melindungi pelaku usaha yang memiliki niat baik. Pada penelitian ini, teori 

perlindungan konsumen dipakai untuk melihat apakah pelaku usaha telah 

melaksanakan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak-hak yang dimiliki 

konsumen, selain itu teori ini juga digunakan untuk mengkaji bentuk 

tanggung jawab pelaku usaha telah sesuai dengan hukum perlindungan 

konsumen atau belum. 

3. Teori Tanggung Jawab  

Dalam sebuah hubungan hukum yang dilakukan dengan subjek hukum pasti 

akan menimbulkan tanggung jawab hukum. Hal ini kemudian melahirkan 

sebuah hak dan kewajiban bagi subjek hukum. Menurut hukum perdata, 

tanggung jawab terbagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan risiko.27 Hal 

ini kemudian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan 

(liability without based on fault) yang bermakna seseorang yang telah 

melakukan kesalahan harus bertanggung jawab atas kesalahannya karena 

telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Selanjutnya yaitu 

pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault) yang lebih 

dikenal dengan tanggung jawab mutlak (strict liability), berarti sebuah konsep 

 
27 Kaunang, Hizkia AM. "Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan 

Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Unang Nomor 22 
Tahun 2009." Lex Et Societatis, Vol 7 No. 11, (2020), hlm 81 
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pertanggungjawaban yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri 

tergugat tetapi telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat. 

 Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam 

perbuatan melanggar hukum terbagi menjadi beberapa teori, yaitu28 : 

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

dengan sengaja (international tort liability); 

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

karena kelalaian (negligence tort liability); 

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (strict liability). 

Pada penelitian ini teori tanggung jawab digunakan untuk menganalisis 

bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha dan pemerintah 

kepada konsumen. 

4. Teori Pengawasan  

Dalam buku “Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan 

Aparatur Pemerintah” karangan Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 

Sarwoto menjelaskan bahwa pengawasan sebagai “kegiatan manajer yang 

mengusahkan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana 

yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.”29 Sementara pengawasan 

menurut Suyamto adalah cara untuk memahami dan mengukur fakta yang 

 
28 Ibid, hlm 81.  
29 Nina Jayanti, “Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi 

Politik Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum  Tambun Bungal, Vol. 4 No. 2, (2015), hlm 579.  
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terjadi sebenarnya mengenai kesesuaian jalannya pelaksanaan kegiatan. 30 

Pengawasan menjadi tolak ukur standar melaksanakan suatu kegiatan. 

Pengawasan menjadi unsur penting dalam melaksanakan produk 

hukum. Tujuan dari pengawasan adalah untuk melihat sesuai tidaknya 

kegiatan yang telah dilaksanakan. Oleh sebab itu, terdapat unsur-unsur yang 

diperlukan dalam pengawasan, yaitu sebagai berikut31 : 

1. Adanya wewenang yang dimiliki oleh aparat pengawas dengann jelas; 

2. Adanya rencana yang bertujuan sebagai alat penguji kegiatan yang akan 

diawasi; 

3. Pengawasan dapat dilakukan terhadap kegiatan yang sedang berjalan 

maupun yang telah memiliki hasil; 

4. Pengawasan berakhir ketika evaluasi suatu kegiatan telah disusun dan 

membandingkan rencana dengan hasil yang dicapai; 

5. Pengawasan selanjutnya akan ditindak lanjuti secara administratif 

maupun yuridis. 

Dalam penelitian ini, teori pengawasan digunakan untuk mengkaji atau 

menganalisis peran instansi pemerintah sebagai lembaga yang memiliki 

wewenang untuk melakukan pengawasan, teori ini dipakai untuk melihat 

apakah peran pemerintah telah terlaksana dengan baik atau belum. 

 

 
30 Ibid, hlm 579.  
31 Ibid, hlm 580.  
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F. Metode Penelitian 

Kata penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu “Research” yang 

bermakna mencari kembali.32 Dalam penelitian, pencarian bermaksud dengan 

menggali atau menemukan jawaban atas sebuah masalah atau isu berdasar dengan 

kajian ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian hukum sebagaimana Peter 

Mahmud Marzuki jabarkan, merupakan suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab 

isu hukum yang dihadapi.33 Sebuah penelitian harus disusun secara sistematis, 

metodologis dan konsisten, sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Dalam hal ini, metode penelitian yang 

penulis pilih adalah dengan mewawancara pihak-pihak terkait dan 

mengkajinya dengan peraturan perundangan-undangan, teori hukum dan 

sumber data sekunder lainnya. Adapun narasumber yang akan penulis 

wawancarai adalah Mixue cabang Penggilingan Raya selaku pelaku usaha.  

2. Sifat  Penelitian  

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif-analitis. Hasil dari 

penelitian deskriptif-analitis adalah berupa penjabaran keadaan sebenarnya 

 
32 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Cet. ke- 

1 (Bandung : CV Alfabeta, 2017), hlm 10.  
33 Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm 19.  
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dari objek yang sedang diteliti secara obyektif. Tujuan penelitian deskriptif-

analistis yaitu menjelaskan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan 

gejala lain dalam masyarakat.34 

3. Pendekatan Penelitian  

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif-empiris. 

Pendekatan yuridis-empiris melihat implementasi peraturan yang telah 

ditetapkan di dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini akan 

menggabungkan data yang telah diperoleh dari lapangan dengan peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang 

sedang dibahas.  

4. Sumber Data  

a. Data Primer  

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang digunakan dalam 

menganalisis sebuah penelitian. Adapun dalam penelitian ini sumber data 

primer berupa wawancara dengan Mixue cabang Penggilingan Raya 

selaku Pelaku Usaha. 

b. Data Sekunder 

Hasil hipotesis sebuah penelitian tidak hanya ditunjang oleh sumber data 

primer, namun juga data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini 

mencakup : 

1) Bahan Hukum Primer 

 
34 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Cet. ke- 

1, (Bandung : CV Alfabeta, 2017), hlm 20. 
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Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan 

bahan hukum yang bersifat otoratif artinya mempunyai otoritas.35 

Pada penelitian ini, bahan hukum primer antara lain : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen; 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen; 

d) Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 

tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan 

Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan 

Siap Saji.  

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa publikasi yang berkaitan dengan 

hukum dan bukan merupakan dokumen resmi. Dalam penelitian ini, 

bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal dan 

penelitian terdahulu berupa skripsi dan tesis. 

3) Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan dan informasi dari bahan hukum primer serta bahan hukum 

sekunder. Pada penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan 

 
35 Ibid, hlm 68. 



20 
 

 
 

yaitu website, kamus dan sumber yang berkaitan dengan penelitian 

ini.  

5. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara 

dengan narasumber yaitu Mixue cabang Penggilingan Raya. Hasil wawancara 

ini kemudian akan dianalisis dan dikaitkan dengan peraturan yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini.  

6. Metode Analisis Data  

Semua data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dibahas dengan metode 

analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode yang 

mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik 

ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap 

sesuatu dibalik fenomena.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang 

dibagi dalam beberapa sub-bab. Pembahasan pada setiap bab ini akan saling 

terkait yang terdiri dari : 

Bab Pertama, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, yaitu berisi penjelasan kerangka teoritik yang nantinya 

menjadi landasan dalam menganalisis isu yang diangkat pada penelitian skripsi 
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ini yaitu mengenai pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak 

pada produk minuman manis siap saji. 

Bab Ketiga, membahas objek penelitian. Penulis akan menjelaskan tentang 

pengertian usaha franchise, penggolongan pangan dan aturan pencantuman 

informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada produk minuman manis siap 

saji.  

Bab Keempat, pada bab ini akan dijabarkan hasil analisis dari urgensi 

pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak pada produk minuman 

manis siap saji, serta bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku 

usaha serta pemerintah terkait permasalahan pada penelitian ini. 

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari 

pembahasan yang telah ditelaah dan disertai saran-saran dari penulis.  
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan pada penelitian skripsi ini, maka 

dapat ditarik kesimpulan berupa: 

1. Penerapan pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada 

pangan siap saji merupakan hal penting. Konsumen memiliki hak atas 

informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c. Namun dalam 

pengaplikasiannya di kehidupan, masih banyak pelaku usaha pangan siap saji 

yang belum menerapkan kebijakan pencantuman informasi kandungan gula, 

garam, dan lemak pada produknya. Pelaksanaan peraturan ini merupakan 

salah satu bentuk implementasi dari kewajiban pelaku usaha terhadap 

konsumen yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan/atau jasa yang 

digunakannya. Pelaku usaha yang menginformasikan kandungan gula, garam, 

dan lemak pada produknya sama dengan membantu konsumen untuk 

menghitung jumlah gula, garam, dan lemak yang dikonsumsinya selama satu 

hari. 

2. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan Mixue cabang Penggilingan Raya 

dalam penerapan kebijakan pencantuman informasi kandungan gula, garam, 

dan lemak yakni dengan memberikan pilihan takaran gula seperti normal 
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sugar dan less sugar. Kemudian jika terjadi kesalahan dalam memasukkan 

takaran gula pada suatu menu, Mixue cabang Penggilingan Raya segera 

mengganti pesanan tersebut dengan yang baru. Mixue cabang Penggilingan 

Raya memilih musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan agar 

menghindari hilangnya rasa percaya dari konsumen, sedangkan perlindungan 

hukum bagi konsumen atas pencantuman kandungan gula, garam, dan lemak 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 

tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta 

Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Adapun 

kebijakan ini menjelasksan bahwa para pelaku usaha pangan siap saji yang 

telah memiliki gerai lebih dari 250 wajib memberikan informasi kandungan 

gula, garam, dan lemak produknya melalui media informasi dan promosi 

seperti brosur dan buku menu. Kemudian kebijakan ini juga mengharuskan 

pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha 

pangan siap saji yang belum mencantumkan informasi kandungan gula, 

garam, dan lemak produknya. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dijabarkan pada pembahasan di 

atas, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut : 

1. Pemerintah harus lebih menggiatkan kegiatan advokasi dan sosialisasi baik 

dengan pelaku usaha maupun masyarakat. Menjalin komunikasi dan 

kerjasama antara pelaku usaha dan masyarakat dapat menjadi cara untuk 

menekan tingginya terkena penyakit tidak menular seperti diabetes dan 
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obesitas. Kegiatan sosialisasi juga harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan 

kepada Dinas Kesehatan. Penerapan kebijakan yang belum terlaksana dengan 

baik menjadi pertanda ketidaktahuan dan ketidakpahaman Dinas Kesehatan 

selaku salah satu pembina dan pengawas kebijakan ini. 

2. Perlu adanya evaluasi terhadap pasal yang mengatur pencantuman informasi 

kandungan gula, garam, dan lemak pada pangan saji dalam Permenkes Nomor 

30 Tahun 2013. Pasal yang menyebutkan syarat jumlah minimal gerai bagi 

pelaku usaha harus dikaji kembali. Hal ini dikarenakan pertumbuhan gerai 

atau outlet usaha waralaba yang menghadirkan minuman manis siap saji kian 

menjamur. Perlu ada kebijakan tambahan yang mengatur pencantuman 

informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada pangan siap saji secara 

khusus. 
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